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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ujaran kebencian selama
Pemilu 2024 Pelaku ujaran kebencian yang melampaui batas kebebasan, keyakinan,
dan ketertiban umum orang lain, jika dibiarkan akan berdampak signifikan terhadap
demokrasi di Indonesia. Bawaslu Tulungagung, sebagai lembaga yang berperan
dalam pengawasan pemilu di tingkat lokal, berupaya untuk mencegah dan
menanggulangi praktik ujaran kebencian. Melalui berbagai program edukasi dan
pengawasan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif
ujaran kebencian serta pentingnya menjaga suasana kondusif selama proses pemilu.
Peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung terhadap pencegahan ujaran kebencian
telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
dan Undang-Undang ITE, yang mengatur larangan kampanye bermuatan kebencian
dan penyebaran informasi provokatif

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1. Bagaimana Peran
Bawaslu Tulungagung terhadap pencegahan ujaran kebencian pada pemilu tahun
2024? 2. Bagaimana Peran Bawaslu Tulungagung Dalam Mencegah Ujaran
Kebencian Pada Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif dan figih
siyasah ?. Tujuan dari penelitian ini adalah :1. Untuk Menganalis Peran Bawaslu
dalam Mencegah Ujaran Kebencian pada Pemilu Tahun 2024 ; Dan 2.Untuk
Menganalisis Peran Bawaslu Tulungagung Dalam Mencegah Ujaran Kebencian
Pada Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif dan figih siyasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
yuridis empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan
dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa :1. Peran Bawaslu Kabupaten
Tulungagung dalam pencegahan ujaran kebencian pada Pemilu Tahun 2024
dijalankan melalui beberapa langkah strategis, antara lain pengawasan aktif
terhadap media sosial, penerimaan laporan dari masyarakat, edukasi publik, serta
kerja sama dengan lembaga terkait seperti KPU, Kominfo, dan aparat penegak



hukum; Dan 2. Dalam perspektif hukum positif, peran Bawaslu Kabupaten
Tulungagung terhadap pencegahan ujaran kebencian telah sejalan dengan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang ITE,
yang mengatur larangan kampanye bermuatan kebencian dan penyebaran informasi
provokatif. Sementara itu, dalam perspektif figih siyasah, upaya Bawaslu
merupakan implementasi prinsip amar ma ruf nahi munkar dan bagian dari siyasah
dusturiyah, yaitu kebijakan negara yang bertujuan menjaga kemaslahatan rakyat
dan stabilitas sosial-politik.
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ABSTRACT

Novenda Acalipha, NIM. 126103212227, The Role of Bawaslu Tulungagung in
Preventing Hate Speech in the 2024 Election from the Perspective of
Positive Law and Figh Siyasah (a case study at BAWASLU Tulungagung),
Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law Sciences,
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025. Supervisor: Nurush
Shobahah M.H.I.
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This research is motivated by the increase in hate speech during the 2024
elections. Perpetrators of hate speech that exceed the limits of freedom, beliefs, and
the public order of others, if left unchecked, will have a significant impact on
democracy in Indonesia. The Election Supervisory Body (Bawaslu) of
Tulungagung, as an institution responsible for supervising elections at the local
level, strives to prevent and address hate speech practices. Through various
educational and monitoring programs, it aims to raise public awareness about the
negative impacts of hate speech and the importance of maintaining a conducive
atmosphere during the election process. The role of Bawaslu Tulungagung in
preventing hate speech is in line with the mandate of Law Number 7 of 2017
concerning Elections and the ITE Law, which regulates the prohibition of hate-
filled campaigning and the dissemination of provocative information.

The problem formulation in this research is: 1. What is the role of Bawaslu
Tulungagung in preventing hate speech in the 2024 elections? 2. What is the role of
Bawaslu Tulungagung in preventing hate speech in the 2024 elections from the
perspectives of positive law and political jurisprudence? The objectives of this
research are: 1. To analyze the role of Bawaslu in preventing hate speech in the
2024 elections; and 2. To analyze the role of Bawaslu Tulungagung in preventing
hate speech in the 2024 elections from the perspectives of positive law and political
jurisprudence.

This research uses a qualitative approach with an empirical legal research
type. Data collection techniques include observation, interviews, and
documentation, while data analysis employs data reduction techniques, data
presentation, and conclusion drawing/verification.

The results of this study indicate that: 1. The role of the Bawaslu (Elections
Supervisory Board) of Tulungagung Regency in preventing hate speech in the 2024
elections is carried out through several strategic steps, including active monitoring
of social media, receiving reports from the public, public education, and
collaboration with relevant institutions such as the KPU (General Elections
Commission), Kominfo (Ministry of Communication and Information), and law
enforcement agencies; and 2. From the perspective of positive law, the role of the
Bawaslu of Tulungagung Regency in preventing hate speech is in line with the
mandate of Law Number 7 of 2017 concerning Elections and the ITE Law, which
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regulates the prohibition of hate-laden campaigning and the dissemination of
provocative information. Meanwhile, from the perspective of figh siyasah, the
efforts of Bawaslu are an implementation of the principle of amar ma“ruf nahi
munkar and a part of siyasah dusturiyah, which is the state's policy aimed at
maintaining the welfare of the people and social-political stability.
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